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Abstrak
 

Dalam suatu perjanjian terdapat salah satu asas, yaitu asas kebebasan berkontrak, dimana diharapkan dalam

pembuatan perjanjian posisi tawar menawar (bargaining position) para pihak adalah relatif seimbang.

Sedangkan dalam perjanjian baku, posisi tawar menawar para pihak tidak seimbang, konsumen hanya

dihadapkan pada satu pilihan. Adapun pokok permasalahan dari karya tulis ini adalah bagaimana pengaturan

perjanjian baku berdasarkan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan asas kebebasan

berkontrak, dan akibat hukum dengan adanya perjanjian baku dalam akta perjanjian kredit yang telah dibuat

oleh kreditur dan debitur sebagaimana dalam Putusan Nomor 178/Pdt.G/2015/Pn.Jkt.Pst, serta peran notaris

dalam pembuatan perjanjian kredit bank yang menggunakan klausula baku. Metode yang digunakan dalam

penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, bersifat deskriptif bersumber pada data sekunder,

dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa ketentuan mengenai perjanjian baku, namun masih terdapat

klausula-klausula yang memberatkan pihak debitur hal ini dapat dilihat dengan adanya putusan pengadilan

178/Pdt.G/2015/Pn.Jkt.Pst, dimana debitur merupakan pihak yang kalah, dalam hal pembuatan akta

perjanjian kredit bank, dibutuhkan peran notaris untuk memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak

yang mengadakan perjanjian serta notaris dalam menjalankan jabatannya haruslah saksama dan tidak

memihak terhadap klausula-klausula yang tertera dalam perjanjian kredit tersebut.

......In an agreement, there is one principle, that is freedom of contracts, in which both parties position are

balanced. But in standard agreement, the bargaining positions of both parties are not balanced. While the

standard contract, the parties bargaining positions are not balanced, the consumer faced with a choice. The

subject matter of this paper is how the arrangement of standard agreement based on legislation is linked to

the principle of freedom of contract, and the legal consequences of the existence of standard agreement in

credit agreement deeds made by creditor and debitor as in Decision No. 178/Pdt.G/2015/Pn.Jkt.Pst, as well

as the role of notary in standard clauses in bank credit agreement. The method used in this study is

normative juridical research method, which is descriptive in origin based on secondary data, analyzed

qualitatively.

Based on the results of the study even tough there have been several provisions regarding the standard

agreement, but there are still clauses that burden the debitor, it can be seen by the court decision No.

178/Pdt.G/2015/Pn.Jkt.Pst, where the debitor is the losing party, in the case of making a bank credit

agreement deed, it takes the role of the notary to provide legal counselling to the parties who entered into the

agreement as well as the notary in the conduct of the election must be thorough and impartial to the clauses

stated in the credit agreement.
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